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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan suatu Negara 

yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tujuan tersebut 

dapat dicapai melalui beberapa hal yaitu melakukan pembangunan Nasional dan 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah yang transparan, 

akuntabel, dan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Proses 

kemajuan bangsa tidak akan pernah tercapai apabila selalu diiringi dengan 

praktik-praktik (KKN). Pada dasarnya KKN ini merupakan ancaman dengan 

berbagai akibat, antara lain pada anggaran belanja Negara yang sumbernya sudah 

langka, menghambat investasi karena akan dianggap sebagai resiko bagi investor. 

Negara-negara peserta konvensi PBB anti korupsi 2003 prihatin atas keamanan 

masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, 

keadilan, serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan supremasi 

hokum (Jahja, 2013). 

Audit adalah lproses lidentifikasi lmasalah, lanalisis, ldan levaluasi lbukti lyang 

ldilakukan lsecara lindependen, lobjektif, ldan lprofessional lberdasarkan lstandar laudit, 

luntuk lmenilai lkebenaran, lkecermatan, lkredibilitas, lefektifitas, lefisiensi, ldan 

lkeandalan linformasi lpelaksanaan ltugas ldan lfungsi lpemerintah.  Oleh karena itu 

penugasan audit yang dilaksanakan oleh Personal yang Independen dengan 

mengandalkan Profesionalisme sesuai dengan Standar Audit yang berlaku. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Auditor mempunyai tanggung jawab dalam 

mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan yang dapat terjadi dalam auditnya. 

Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan tercantum dalam 

SPAP (2001 hlm. 316) dalam jurnal Fanny (2012), bahwa auditor bertanggung 

jawab dalam merencakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan 

memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik 

yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Hal ini diperkuat dalam 

SAS 1 (AU 110) dalam buku Arens, dkk (2001 hlm. 202) dikatakan juga bahwa 
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lauditor lmemiliki ltanggung ljawab luntuk lmerencanakan ldan lmelaksanakan laudit luntuk 

lmemperoleh ltingkat lkeyakinan lyang lmemadai ltentang lapakah llaporan lkeuangan litu 

ltelah lterbebas ldari lkesalahan lpenyajian lyang lmaterial, lbaik ldisebabkan loleh 

lkekeliruan lmaupun loleh lkecurangan. 

Istilah lkecurangan l(fraud)  lberbeda ldengan listilah lkekeliruan l(errors) l(Suryo, 

l1999; lSetiawan, l2003). lFaktor lutama lyang lmembedakannya ladalah ltindakan lyang 

lmendasarinya, lapakah ltindakan ltersebut ldilakukan lsecara ldisengaja lmaka ldisebut 

ldengan lkecurangan l(fraud) ldan ljika ltindakan ltersebut ldilakukan lsecara ltidak 

ldisengaja lmaka ldisebut ldengan lkekeliruan l(errors). lSecara lumum lAuditor ldalam lhal 

lini lBadan lPengawasan lKeuangan ldan lPembangungn l(BPKP) lmempunyai ltugas ldan 

ltanggung ljawab lsesuai ldengan lKeputusan l lMenteri lPendayagunaan lAparatur lNegara 

lNomor l19 ltahun l1996 ltentang lJabatan lFungsional lAuditor l(JFA) ldan lAngka 

lKreditnya, ldalam lhal lini linstansi lPemerintah lyang lmelaksanakan lpertama lsekali lJFA 

ladalah lBadan lPengawasan lKeuangan ldan lPembangunan l(BPKP). 

Sesuai ldengan lUndang lUndang lNomor l17 lTahun l2003 ltentang lkeuangan lNegara 

lyang lmeliputi; l 

a. Hak lNegara luntuk lmemungut  lpajak, lmengeluarkan ldan lmengedarkan luang, 

ldan lmelakukan lpinjaman; 

b. Kewajiban lNegara luntuk lmenyelenggarakan ltugas llayanan lumum 

lpemerintahan lNegara ldan lmembayar ltagihan lpihak lketiga; 

c. Penerimaan lNegara; 

d. Pengeluaran lNegara; 

e. Penerimaan lDaerah; 

f. Pengeluaran lDaerah; 

g. Kekayaan lNegara l/ lkekayaan ldaerah lyang ldikelola lsendiri latau loleh lpihak 

llain lberupa luang, lsurat lberharga, lpiutang, lbarang, lserta lhak-hak llain lyang 

ldapat ldinilai ldengan luang, ltermasuk lkekayaan lyang ldipisahkan lpada 

lperusahaan lNegara l/ lperusahaan ldaerah; 

h. Kekayaan lpihak llain lyang ldikuasai loleh lpemerintah ldalam lrangka 

lpenyelenggaraan ltugas lpemerintahan ldan/atau lkepentingan lumum; 

i. Kekayaan lpihak llain lyang ldiperoleh ldengan lmenggunakan lfasilitas lyang 

ldiberikan lpemerintah. 
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Pada kondisi ltertentu lada lfaktor-faktor lyang ldapat lmembatalkan lhasil 

lkeputusan / hasil opini dari audit BPKP, ada beberapa kasus yang terjadi 

belakangan ini salah satunya dari BPKP Daerah Makassar seperti artikel yang di 

publish dalam Kabar News yang ditulis oleh Arya Wicaksana (2019) mengatakan 

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak hasil audit dari BPKP 

Daerah Makassar. Pada kasus ini BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan telah 

melakukan audit dan menemukan kerugian Negara yang cukup besar pada PT 

Cahaya Insani Hendrik Wijaya namun hasil audit dari BPKP dibatalkan oleh 

PTUN karena adanya tindakan tidak professional dalam menghitung total loss 

proyek tersebut lantaran karena dalam kontraknya itu unit price. Artinya pekerjaan 

yang dibayarkan berdasarkan prestasi kerja, bukan pada saat selesai secara 

keseluruhan baru di bayarkan. 

Selanjutnya kasus serupa menimpa BPKP Daerah Jakarta yang di publish 

dalam Gres News yang ditulis oleh Ainur Rahman (2014) mengatakan bahwa 

Audit BPKP tidak memiliki wewenang untuk menghitung adanya kerugian 

keuangan Negara. Pada kasus ini BPKP Daerah Jakarta melakukan perhitungan 

adanya kerugian keuangan Negara pada PLTGU Belawan, Todung  lMulya lselaku 

lkuasa lhukum lPLTGU lBelawan lmengatakan lyang lseharusnya lmenghitung lkerugian 

lkeuangan lNegara ladalah lBPK lbukan lBPKP ldan lcara lperhitungannya lpun ltidak lsesuai 

ldengan lstandard laudit lyang lberlaku. lPerusahaan lMapna lGroup lCompany l(Mapna lCo) 

lselaku lperusahaan lasal lIran lyang lmenjadi lkontraktor lpada lproyek lPLTGU lBelawan 

lmengajukan lpermohonan lintervensi luntuk likut ldalam lperkara ltersebut latau lsebagai 

lpenggugat lintervensi llantaran lBPKP ltersebut lmenimbulkan lakibat lHukum lterhadap 

lMapna lCo lberupa lmunculnya latau lhilangnya lhak ldan lkewajiban lserta lkecakapan 

lMapna lCo ldalam lmenyelesaikan lpekerjaan. lFaktanya lselain lBPKP ltidak lberwenang 

lmelakukan lpengawasan lterhadap lBUMN,  lBPKP ldalam lmelakukan laudit lterhadap 

lPLN ltidak lpernah lmenghubungi lPLN lmaupun lMapna lCo, lbaik luntuk lmenguji latau 

lmelakukan lverifikasi latas lbukti lbukti lpendukung lserta ltidak lpernah lmeminta 

ltanggapan latas lhasil lauditnya lujar lTodung.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan, masih terdapat 

permasalahan terkait dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan 

(fraud) yang disebabkan karena rendahnya tingkat professional dan kompetensi 
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audit sehingga dalam menjalankan proses audit, hasil audit yang telah di 

keluarkan di tolak oleh PTUN dan pihak kuasa hukum yang bersangkutan, oleh 

karena itu masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian khususnya dalam 

tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud). 

Selanjutnya kasus yang datang dari BPKP Daerah Jawa Timur yang di 

publish dalam Detik News yang ditulis oleh Rois Jajeli (2016) mengatakan bahwa 

Hasil Audit BPKP Kasus Korupsi Bawaslu Jawa Timur Dipalsukan. Pada kasus 

ini Suryono selaku kuasa hokum tiga komisioner Bawaslu Jawa Timur 

mengatakan, pemalsuan hasil audit BPKP Daerah Jawa Timur didapat dari 

persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Juanda, dengan terdakwa Sufyanto, 

Andreas, dan Sri Sugeng. Dalam persidangan itu, Andreas tidak pernah 

diklarifikasi audit BPKP tentang penggunaan dana hibah, akan tetapi bukti yang 

disampaikan di persidangan, ada tanda tangan Andreas, dan dua terdakwa lainnya 

tidak pernah di klarifikasi sama sekali, padahal menurut SOP (Standar 

Operasional Prosedur) BPKP, harus ada klarifikasi dengan yang bersangkutan. 

Berdasarkan fenomena yang didapat maka dapat disimpulkan, bahwa 

sebenarnya masih banyak penyimpangan kecurangan yang dilakukan oleh auditor. 

Rendahnya etik auditor dalam pelaksanaan tugasnya, serta rendahnya 

independensi auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud). Sehingga dalam 

mendeteksi kecurangan (fraud) auditor tidak mematuhi SOP (Standar Operasional 

Prosedur) yang seharusnya dilakukan auditor tersebut. Oleh karena itu, diperlukan 

perhatian khusus untuk auditor BPKP dalam melaksanakan dan menjalankan 

tugasnya dalam mendeteksi kecurangan (fraud).  

Ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi auditor dalam  lmendeteksi 

ladanya lkecurangan l(fraud) seperti adanya tekanan (pressure), lpeluang 

l(opportunity), ldan lrasionalisasi l(rationalization) l(Pangestika, ldkk l2014). 

lKemampuan lauditor ldalam lmendeteksi lkecurangan l(fraud) harus didukung untuk 

memahami dan mengerti kekurangan, jenis karakteristik lserta lcara lmendeteksinya 

untuk meningkatkan kualitas auditor dalam menjelaskan kekurangan wajaran saat 

penugasan auditnya (Dandi, 2017).  

Untuk mendukung kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan 

(fraud), maka diperlukan sikap independensi yang dimana independensi adalah 
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sikap kejujuran dan adil dalam bertindak di dalam diri auditor dengan 

mempertimbangkan berbagai fakta yang di temui dalam proses auditnya. Mulyadi 

(2011) lmenyebutkan lbahwa lIndependensi ladalah lkeadaan lbebas ldari lpengaruh, ltidak 

ldikendalikan loleh lpihak llain, ltidak ltergantung lpada lorang llain. lPendapat lini ldidukung 

loleh lRosalina l(2014) lyang lmengatakan lsikap lindependensi lmemiliki lperan lpenting 

ldalam lmembantu ltugas lauditor luntuk lmenemukan ldan lmendeteksi lkecurangan lpada 

llaporan lkeuangan. lPada lpenelitian lyang ldilakukan loleh lSanjaya l(2017) lyang 

ldidukung loleh lpenelitian lFauzi l(2017) lmenunjukkan lindependensi lberpengaruh 

lsignifikan lpositif lterhadap ltanggung ljawab lauditor ldalam lmendeteksi lkecurangan 

l(fraud). lSedangkan lpenelitian lyang ldilakukan lSimanjuntak l(2015), lmenunjukan 

lbahwa lindependensi ltidak lberpengaruh lterhadap lkemampuan lmendeteksi 

lkecurangan l(fraud). 

Salah satu penyebab terjadinya kegagalan dalam mendeteksi kecurangan 

(fraud) biasanya dikarenakan rendahnya sikap professionalisme. Professionalisme 

adalah sikap kritis yang selalu mempertanyakan keandalan bukti audit atau 

informasi di peroleh dari pihak klien (Sanjaya, 2017). Louwers (2011) 

mengatakan dalam menjalankan sikap professionalisme seorang auditor 

cenderung tidak mempercayai atau menyetujui manajemen tanpa bukti yang 

menguatkan. Pendapat ini didukung juga oleh Djohar (2012) yang mengatakan 

sikap professionalisme sangat dibutuhkan dalam proses audit karena dapat 

mempengaruhi efektifitas dan efisiensi audi, jika sikap professionalism terlalu 

rendah maka akan memperburuk tanggung jawab auditor dalam mendeteksi 

kecurangan (fraud) (Financial Reporting Council, 2010). Pada penelitian Fauzi 

(2017) dan didukung oleh penelitian Srikandi (2015) menyatakan lbahwa 

lprofesionalisme lberpengaruh lpositif lterhadap ltanggung ljawab lauditor ldalam 

lmendeteksi lkecurangan. lPenelitian lini lpun ldidukung ljuga loleh lAdnyani ldkk. l(2015) 

lbahwa lprofessionalisme lberpengaruh lpositif lterhadap ltanggung ljawab lauditor 

ldalam lmendeteksi lkecurangan ldan lkekeliruan llaporan lkeuangan. lSedangkan 

lpenelitian lSanjaya l(2017) lmenunjukkan lprofessionalisme ltidak lberpengaruh 

lterhadap ltanggung ljawab lauditor ldalam lmendeteksi lkecurangan. 

Seorang auditor harus berkompeten dalam mendeteksi kecurangan, agar 

hasil temuannya dapat bisa di pertanggung jawabkan. Kompetensi adalah auditor 

UPN "VETERAN" JAKARTA



6 
 

 

dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat 

melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama (Agusti dan Nastia, 2013). 

Kompetensi adalah salah satu tolak ukur  lpengetahuan ldan lpengalaman lyang 

ldimiliki loleh lauditor, lpengetahuan lyang ldimiliki lauditor ldiukur ldari lseberapa ltinggi 

ltingkat lpendidikan lyang lsudah ldi ljalani, lsedangkan lpengalaman lyang ldimiliki 

lauditor ldiukur ldari lseberapa llama lauditor lmelakukan lpenugasan laudit. Dalam 

penyusunan dan pelaksanaan prosedur audit, sudah semestinya seorang auditor 

memiliki kompetensi yang memadai agar dapat mendeteksi kecurangan yang 

akurat. Lubis l(2009) lmenyebutkan lbahwa lkompetensi lteknis lyang lharus ldimiliki 

loleh lauditor ladalah lauditing, lakuntansi, ladministrasi lpemerintahan ldan lkomunikasi. 

lAuditor lyang lmemiliki lkompetensi lyang lmemadai lpada lbidangnya lakan lbekerja 

llebih lcermat, lobjektif, lintuitif, ldan ljarang lmelakukan lkesalahan latau lbahkan ltidak 

lpernah lmelakukan lkesalahan ldalam lmelakukan lpendeteksian lkecurangan. 

lPenelitian lini ldidukung loleh lRamadhany l(2015) ldan lFuad l(2015) lyang lmenyatakan 

lbahwa lkompetensi lberpengaruh lpositif lterhadap ltanggung ljawab lauditor ldalam 

lmendeteksi lkecurangan. lSedangkan ldalam lpenelitian lSanjaya l(2017) lmengatakan 

lkompetensi ltidak lmemiliki lpengaruh lterhadap ltanggung ljawab lauditor ldalam 

lmendeteksi lkecurangan. 

Menurut lPeraturan lMenteri lNegara lPemberdayaan lAparatur lNegara lNomor 

lPer/05/M.Pan/03/2008  ltentang lStandar lAudit lAparat lPengawasan lInternal 

lPemerintah l(APIP), lkode letik lmeliputi l: 

a. Kode letik lpejabat lpengawas lpemerintah/auditor ldengan lrekan lsekerjanya. 

b. Auditor ldengan latasannya. 

c. Auditor ldengan lobjek lpemeriksaannya. 

d. Auditor ldengan lmasyarakat. 

Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya juga harus memperhatikan etika 

profesi yang telah ditetapkan pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Hal 

ini bertujuan untuk menghindari persaingan diantara auditor yang menjurus padq 

sikap curang dan tidak jujur. Hal ini diperkuat oleh penelitian Fauzi (2017) dan 

Kuncoro dan Ermawati (2017) yang mengatakan kepatuhan kode etik berpengaruh 

positif pada tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan 

menetapkan tingkat materialitas, tetapi bertolak belakang dengan hasil penelitian 
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yang di lakukan Lestari dan Utama (2013) yang mengatakan kepatuhan kode etik 

tidak berpengaruh pada penetapan tingkat materialitas. 

Perbedaan pada penelitian ini diambil menggunakan sampel BPKP Pusat 

dimana penelitian penelitian sebelumnya menggunakan sampel Kantor Akuntan 

Publik (KAP) dan variable yang di ambil adalah 4 variable yaitu Independensi, 

Profesionalisme, Kompetensi, dan Kepatuhan Kode Etik. 

Dari fenomena yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan yang dimiliki auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud) menjadi 

isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih besar. Berdasarkan 

penjelasan dan gap research yang belum menunjukkan bukti kuat dan akurat antar 

variable dependen dan independen yang masih bersifat berpengaruh dan tidak 

berpengaruh, hal ini mendorong penulis untuk meneliti kembali dan mengambil 

judul pengaruh independensi, profesionalisme, kompetensi, kepatuhan kode etik 

terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan (fraud) 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan llatar lbelakang lyang ltelah ldijelaskan lmaka lpermasalahan ldalam 

lpenelitian lini ldapat ldiungkapkan lsebagai lberikut: 

a. Apakah Independensi lberpengaruh lterhadap lTanggung lJawab lAuditor 

ldalam lMendeteksi lFraud l(Kecurangan) l? 

b. Apakah lProfessionalisme lberpengaruh lterhadap lTanggung lJawab lAuditor 

ldalam lMendeteksi lFraud l(Kecurangan) l? 

c. Apakah lKompetensi lberpengaruh lterhadap lTanggung lJawab lAuditor 

ldalam lMendeteksi lFraud l(Kecurangan) l? 

d. Apakah lKepatuhan lKode lEtik lberpengaruh lterhadap lTanggung lJawab 

lAuditor ldalam lMendeteksi lFraud l(Kecurangan) l? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk membuktikan pengaruh independensi Auditor Investigatif terhadap 

Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Kecurangan).  

UPN "VETERAN" JAKARTA



8 
 

 

b. Untuk membuktikan pengaruh profesionalisme Auditor Investigatif 

terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Fraud 

(Kecurangan). 

c. Untuk membuktikan pengaruh kompetensi Auditor Investigatif terhadap 

Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Fraud (Kecurangan). 

d. Untuk membuktikan pengaruh kepatuhan kode etik Auditor Investigatif 

terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Fraud 

(Kecurangan). 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan llatar lbelakang, lrumusan lmasalah ldan ltujuan lpenelitian di atas, 

maka hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis  

Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat 

dalam pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman 

peneliti serta bisa memberikan lkontribusi lterhadap lpengembangan lilmu 

lpengetahuan, lterutama lilmu ldalam lbidang laudit. lSelain litu, lpeneliti ljuga 

lberharap lbahwa lpenelitian lini ldapat lmemberikan lbukti lyang lmemadai 

ladanya lpengaruh lpengalaman lkerja, lindependensi, ldan lskeptisme 

lprofesional lterhadap lkemampuan lauditor ldalam lmendeteksi lkecurangan. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi Badan Pengawasan lKeuangan ldan lPembangunan l(BPKP) 

Memberikan masukan bagi Badan Pengawasn Keuangan  ldan 

lPembangunan l(BPKP) luntuk lmengevaluasi lkebijakan lyang ldapat 

ldilakukan luntuk lmengatasi lkemungkinan lterjadinya lpraktik lkecurangan 

ldalam lproses laudit.  

c. Bagi Auditor 

Dalam lhal lini lmemberikan lmasukan lkepada lauditor ldalam lhal 

lmeningkatkan lkemampuan lauditor ldalam lmenggunakan lpertimbangan 

lprofesionalisme ldengan lmempertimbangkan lberbagai lhal lyang 

lberpengaruh lterhadap lpengalaman lkerja, lindependensi ldan lskeptisme 
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lprofessional lterhadap ltanggung ljawab lauditor lyaitu lkemampuan lauditor 

ldalam mendeteksi kecurangan dengan sejauh mana laporan keuangan 

yang disajikan menunjukan informasi yang jujur dan benar serta dapat 

teridentifikasi adanya kecurangan pada tanggung jawab yang dimiliki 

auditor. 
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